
SALINAN 


KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KARANGANYAR 


KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR 


NOMOR: ~" /PL.03.2-Kpt/33I3/KPU-Kab/l/2018 


TENTANG 


PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMERlNTAH SEBAGAI PELAKSANA 


PEMERlKSAAN KESEHATAN JASMANl, ROHANl DAN BEBAS 


PENYALAHGUNAAN NARKOTlKA BAGI BAKAL PASANGAN CALON BUPATI 


DAN WAKlL BUPATl PADA PEMlLlHAN BUPATl DAN WAKlL BUPATI 


KARANGANYAR TAHUN 2018 


KETUA KOMlSl PEMlLlHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR, 


Menimbang a. bahwa untuk meIaksanakan ketentuan Pasal 46 

ayat (6) Pera turan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan 

Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil 

Bupati, dan/ atau WaIikota dan WakiI Walikota 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017; 

b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/Xll/2017 

ten tang Petunjuk Teknis Standar Kemampuan 

Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan 

Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas 

Penyalahgunaan Narkotika daIam PemiIihan Gubemur 

dan Wakil Gubernur, Bupati dan WakiI Bupati, 

dan/atau .. . 
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·2 . 

danj atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa KPU 

KabupatenjKota berkoordinasi dengan lD!, HIM PSI 

dan BNN wilayah untuk menunjuk rumah sakit 

pemerintah sebagai tempat pemeriksaan kesehatan 

dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan KPU 

Kabupaten j Kota; 

c . 	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Rumah 

Sakit Pemerintah sebagai Pelaksana Pemeriksaan 

Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas 

Penyalahgunaan Narkotika bagi Bakal Pasangan Calon 

Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018; 

1. 	 Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan 

Peraturan·Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86

92); 

2 . 	 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan 

Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 

109·117); 

3. 	 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 

Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 

Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia ... 
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Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); 

4. 	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

5 . 	 Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5324); 

6. 	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 5679); 

7 . 	 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi Undang

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang

Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara 

Tahun ... 
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Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5898); 

8 . 	 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 6109); 

9. 	 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 

2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupa ten/Kota sebagaimana telah 

diubah beberapa kaIi, terakhir dengan Peraturan 

Komisi PemiIihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 

tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja 

Komis i Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Vmum 

Provinsl, dan Komisi Pemilihan Uroum 

Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Uroum Nomor 21 Tabun 

2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Vmum Nomor 

37 Tahun 2008; 

10. Peraturan Komisi Pemilihan Vmum Nomor 06 Tahuo 

2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Jendera1 Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Vmum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

06 	Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata 

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Uroum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 

11 . Pera tUran ... 
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11. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan 

Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 

2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 

tentang Kade Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; 

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 

2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi 

Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan 

Umum/ Komisi Independen Pemilihan 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 1911); 

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 

2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil 

Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ a tau 

Walikota dan Wakil WaJikota Tahun 2018; 

14. Peraturan Komisi Pemilihan Vroum Nomor 3 Tahun 

2017 tentang PencaJonan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Vroum 

Nomor 15 Tahun 2017; 

15. Keputusan Komisi Pemilihan Urnum Nemor 

15/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Kode Klasifikasi 

Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas Oi Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umuffi, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan 

Komisi Pemilihan Umum/Komisi lndependen 

Pemilihan Kabupaten/Kota; 

16. Keputusan... 



Memerhatikan 

ISALINAN I 

-6

16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

231/P1.03.I-Kpt/06/KPV/XII/20 17 tentang Petunjuk 

Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani 

serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, 

Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam 

Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 

17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Karanganyar Nomor 2/PP.02.3-Kpt/3313/KPU

Kab/lX/2017 Tentang Penetapan Pedoman Teknis 

Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan 

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karanganyar 

Tahun 2018; 

18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Karanganyar Nomor 5/PP.02.3-Kpt/3313/KPV

Kab/IX/2017 tentang Penetapan Jumlah Minimal 

Perolehan Kursi dan Perolehan Suara Sah Partai 

Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai Syarat 

Pengajuan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018 

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi 

Pemilihan Vmum Kabupaten Karanganyar Nomor : 

6/PP.02.3-Kpt/3313/KPV-Kab/IX/20 17; 

19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Karanganyar Nomor 8/PP.02.3-Kpt/3313/KPU

Kab/ IX/ 2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar 

Tahun 2018 oleh Partai Politik atau Gabungan Partai 

Politik; 

1. Berita Acara Rapat Plena Komisi Pemilihan Umurn 

Kabupaten Karanganyar Nomor 6/PK01

BA/ 3313/KPU-Kab/I/20 18; 

2. Benta... 
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2. 	 Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Karanganyar Nomor 7/PL.03.2-BA/3313/KPU

Kab/I/2018 Tentang Penetapan Rumab Sakit 

Pemerintah sebagai Pelaksana Pemeriksaan Kesehatan 

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; 

3. 	 Surat Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Jawa 

Tengab Nomor : 07/HIMPSI/JTG/Ijl8 tanggal 2 

Januari 2018; 

4. 	 Surat Ikatan Dokter Indonesia Wilayab Jawa Tengab 

Nomor : 03/IDI/Wil-Jateng/I/18 tanggal 5 Januari 

2018; 

5. 	 Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa 

Tengab Nomor : B/036/I/Ka/Cm.Ol/2018/BNNP-JTG 

tanggal 8 Januari 2018; 

MEMUTUSKAN : 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT 

PEMERINTAH SEBAGAI PELAKSANA PEMERIKSAAN 

KESEHATAN JASMANI, ROHANI DAN BEBAS 

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI BAKAL PASANGAN 

CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN 

BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 

2018. 

Menetapkan Rumab Sakit Pemerintab sebagai Pelaksana 

Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas 

Penyalabgunaan Narkotika bagi Bakal Pasangan Calon 

Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018. 

KEDUA ... 
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KEDUA Rumah Sakit Pemerintah Pelaksana Pemeriksaan 

Kesehatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, 

adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Moewardi 

Surakarta. 

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggaJ ditetapkan. 

Ditetapkan di Karanganyar 
pada tanggal 8 JarlUan 2018 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KARANGANYAR, 


ttd 

SRI HANDOKO BUD! NUGROHO 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARJAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KARANGANYAR 
lj>~"g Hukum, 


